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Pendahuluan

Investasi atan penanaman modal dapat diartikan sebagai upaya
penambahanasetdimasadcpmdenganmmmcndapaﬂxmkeunmngandaﬂ

sudah banyak dikenal olch masyatakat sccata Iuas, saat ini masyarakat modern
semakin tertagk untuk memilih betinvestasi di pasar modal {(capisal markef) guna
_masa depan.' Schin harus memiliki ketersediaan dana yang cukup, kegiatan
“bisnis di pasar modal juga menuntut pihak-pihak terkait memiliki pengetahuan
“dan keahlian khusus mengenai mekanisme dan stratcgi berinvestasi, tanpa
_mﬁ:ecmﬁiugabagipaminvesmtyangpzdahaﬁkamyaadahhpmpmiﬁk
modal yang diinvestasikan melalui portofolio cfek.? Selain itu, pihak-pihak yang
terkait dengan kegjatan bisnis di pasar modal juga sebatusaya mengetabui dan
_ memahami norma-norma hukum sebagai aturan main besinvestasi yang teiah
ditetapkan oleh otoritas pemerintah melshui Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (sckarang Otoritas Jasa Keunganan).’

Instrumen investasi yang paling populer dipetjualbelikan di pasat
modal adalah szham.? dimana pada prinsipnyz tujuan para investor yang
_melakukan penyertaan wmodal dengan cara membeli saham dan suate
pexmhampublikymgtcrdafmtdanmem tuhkan tambahan modal guna
pengembangan usahanya tersebut, adalah mengharapkan keuntungan berupa
hak atas deviden dan penambahan keuntungan (capital gain) dati peningkatan
harga saham di bursa, namuntetapdimungkinkmmenghadapidsikokemgim

Bapepam-LX. .
4 M. rsan Nassrudin dan Tndra Surya, Aspek Hukum PMMIMUMP:MMMM
118, !
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{agpital Jors). Ketidakpastian atas keuntungan maupun ketugian para pemilik
ssham tersebut merupakan konsekuensi dati suatu investasi yang sangat
. tergantung pada kinefja perkembangan pengelolaan usaha perusahaan publik
yang memanfaatkan dana pemilik modal sebagai pemegang sahamnya. Oleh
sebab itu berinvestasi melali instrament saham terkadang dipandang kegiatan
- yang spekulatf jika dilakukan oleh investor baru dan tidak memiliki
pengetahuan dan informasi yang memadai dalam bertransaksi di bursa.
Kchadiran Reksa Dana metupakan alternatif investasi yang diharapkan -
mampu meningkatkan minat masyatakat untuk berinvestasi di pasar modal,
dengan segala kemudahan meraih keuntungan serta mengatasi kekhawatiran .
masyatakat atas keterbatasan modal dan kemampuan menganalisis flukruasi
nilai efek di bursa. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnyz diinvestasikan -
dalam portofolio efek.* Pengelolaan Reksa Dana dapat berbentuk perseroan
terbuka dan tertutup, ‘dan dapat pula berbentuk kontrak investasi kolekef -
{KIK)." Sampai saat ini, Otoritas Jasa Keuangan scbagai lembaga pemeritah ;
telah memberikan izin usaha kepada 2 (dua) Reksa Dana berbentuk Perseroan -
yaitu: kepada PT BDNI Reksadana (tertutup) dan PT Reksadana Perdana Thk,
dan tclah menerima pendaftaran tethadap ratusan produk Reksa Dana KIK -
baik yang menggunakan prinsip konvesional maupun syariah. ® :
Sebagai salzh satu produk investasi yang diperjualbelikan di pasar
modal, maka dasar hukum pengelolaan Reksa Dana KIK juga diatur di dalan
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada penjelasan Pasal 18, Aya¢ (1},
huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM)
tersebut dinyatakan bahwa: -
Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan & mana Manajer Investasi
drberi wewenang sntuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Ku
diberi wewenang uniuk melaksanakan Penitipan Koleksif,
Reksa Dana berbentuke kontrak investasi kokektif menghimpun dana dengon
menerbithan Unit Pengyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutuya
Yersebut ditnvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar
Modal dan di pasar nang,

3 Pasal 1 Angka (27) UUPM '

‘-YMM?WMMWEMMMBS.WMMB
297. Lidat jugn: Rudiyaato, Sukses Finansial dengan Reksa Dana (fakacta: PT. Hlex Media Koorpetindo, 2613
? Puaal 18 UUPM _

* baatp://azia bepepam. go.id/reksadana, digkses tanggal 12 Dencmiber 2014,

186 Rogian Keempat, Hikwon Perdota dalam Perspektif Hithum Perseroos, Investaxi, dow



. Karskteristik utama Reksa Dana KIK adalah suam hubungan bukem’
kontraktual antara manajer investasi dan bank kustodian yang jugas mengikat
pihak ketiga yaitu investor sebagai pemegang unit penyertzan. Dimas
herdasarkan itikad baik dan kepercayaan telah mengikatkan dirinya deagan cara
menginvestasikan modalnya pada suatu Reksa Dana KIK untuk diinvestasikas -
5h=mbalikcdalamberbagaiponofoﬁodckdipasa:modaldanpawuang.’
: Sebagaisalahsamalmnaﬁfinmmminvcstasiymgdipmdagmgknﬂdi
‘pasar modal (periofolie ivestment),® maka pengelolaan produk investasi Reksa
‘Dana kontrak investasi kolekdf tidak terlepas dari aspek pengaturan hukum
-yang kompleks dari otoritas pemerintah, sclain itu juga sangat erat dengan
‘norma-notma  hukum perjanjian (aniract lw) yang mengatur hubungan
kcpendztaanpmpihakymgtcﬂibatpadnpcngclohansuamkeksam
- kontrak investasi kolektif, mengingat di dalam pengelolaannya terdapat pihak- -
pihakyangmemﬂildhakdankewaiibansebagaiwuiudpcﬁkatmyangia}ﬁrdaﬁ
 perjanjian/kontrak. Pihak-pihak terscbut antara lain: mencjer investasi scbegal
pengelola Reksa Dana," bank kustodian yang melakukan jasa penitipan kolektif
dan pengadministrasian,” serta investor sehagai pemilik dana (pemilik unit
 peayertaan).
MeskipunmemilﬂdbebempakcmWandﬂamdingkmdengmieﬂis
investasi lain yang ada di pasar modal,” namun, sebagai produk investasi, fisiko
kerugian investor baik yang sebabkan oleh fisiko pengelolaan investasi yaog
relah dilaksanakan secara profesional maupun kesalashan atau kelalaian yang

mmmmwmmkmhﬂlmam&mmmmm

l-m:msm:mmmmmmwmmwm

1 Pagal 1 Angka 11 W:WEWMPMMWMWWW
mmwmmmmkﬁwmwmwm
mmmmmmmmwwmwm-
undangan yang berlaku.

5 Pagal 1 msm;wwmmm«mwwﬁﬁkmmmm

Penghuasilan).
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dilakukan oleh menejer investasi dalam mengelola produk Reksa Dana
memapekan risiko investasi yang tidak dijamin oleh pemerintah sebagaimana
produk perbankan yang betbentuk simpanan yang sangat betgantung kepada
pengendalian sukn bunga perbankan oleh pemerintah dan adanya jaminan
terhadap aset nasabah simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dengan demikian peluang untuk terjadinya tindak pidana, perbuatan melawan
hokum, dan wanprestasi dalam pengelolaan Reksa Dana sangat potensial
terjadi.

Meskipun bukan merupakan suatu entitas badan hukum, namun
sebagai sebuah wadah investasi yang memiliki karakteristik adanya pemisahan
harta dad para pendiri dan pengelola usahanya, seatu Reksa Dana KIK
memiliki peluang untuk dibubarkan dan hart para pendini dan pengelolanya
tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar kerugian yang di derita
oleh para pemegang unit penyertaannya. Oleh sebab itu, para investor harus
memiliki kepercayaan terhadap pengelola Reksa Dana KIK, sebaliknys
Pengelola Reksa Dana KIK harus memiliki itikad baik, keterbukaan dan
profesionalisme tethadap kepercayasn yang dibedkan olch investornys,"”
terutama dalam memberikan informasi kepada para masyarakat pemodal. -

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat
masih banyak masyarakat peminat produk Reksa dana yang belum memahami
aspek hukum dan hubungan hukum yang tetjadi pada pengelolaan Reksa Danaz
kontrak investasi kolektif, dimana pada huungan hukum tersebut melekat hak -
dan kewajiban masing-masing pihak- yang terkait di dalam kontrak investasi.
kolektif, terutama nasabah pemilik unit penyertaan sebagai pihak pemilik modal -
yang paling berpotensi mengalami kerugian.

B. Rumusan Masalah
Petmasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai:
t. Hubungan hukum kontraktual pada pengeloiaan Reksa Dana kontesk
investasi kolektif di indonesia? '
2. Mekanisme pengelolaan Reksa Dana kontrak investasi kolektif di Indonesia?

C. Metode Penselitian

Penclitian ini mempakan penelitian hukom no:mauf {ywridis- nammyj .
yakni penclitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat -

% Berdesarkan data di sius resmi BAPEPAM LK, tordaper 882 prodek reisadens tercatat dan 74 Menejer:
investasi terdaftar, sumber www. hitp-//aria.bapcpem.go. id/selcsadana, diskses tanggal 11 Desember 2014.. '_;
“rmwmmmumrmﬁmmMA.mmmm.,
Indonesia, 2000), hal 15

188 Bagian Keempai, Hulos Perdata doloos Perspelaif Hukum Perseroan, Invesiori, don Bisvis ,:



pada petaturan perundang-undangan mengenai hukum pasa: moéﬂ _f' v

yang berkaitan dengan investasi reksadana KIK. Jenis data yang-digs S

" dalam penclitian ini adalah data sekunder'’. ScdangkanbetdasathnM'

~ mengikatnya data sekunder yang digunakan tersebut dapat diklasifikasikan ke

dahmkamgonbahanhukumpnmﬁ: bahan hukum sckunder, bahmhnhxm-

tersier."®

1. Bahmhuknmpnmctmmpakmbahmhukumyangnmthhkeknm-
mengikat secara yuridis yaita: :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerdik Wethosk/BW);

b. Undang-undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal;

c. PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bmdang

_ Pasar Modal
d. PP No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyclenggaraan Kegiatan Di Bidang

Pasar Modal;

e. Peraturan IV.A.3 — Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor Kep-13/PM/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana -
Berbentuk Perseroan

£ Peraturan IV.A4 — Keputusan Ketua Badan Peagawas Pasar Modal
Nomor 14/PM/2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelokan Reksa
Dana Berbentuk Perseroan

g Peraturan Nomor IV.B.1 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-
Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Betbentuk Kontrak Investasi
Kolektf

h. Peraturan Nomor TV.B.2 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-
Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 tentang
Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolekuf

Z.BnhanHukumScbndctmempakmhahmhuklmymgnmmbenkm
penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi hasil karya ilmiah,
hasil-hasil penelitian sebelumnya;

1 Ibid., bal. 50,
™ Ibid., hal, 51-52.

Hukum Perdata dakoo Berbagui Perspektif . 8 -




i+ ‘bakan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus
*: taskum, kamus bahasa Indonesia, artikel majalah dan surat kabar, dan

- SedangkanmNmmperolchdamdalmpcnelitianhﬁdipcmlchdmgm ;
mempergunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan/dokumen (fbnzry
research),® baik diperoleh melalui instansi yang bethubungan dengan lingkup
pcndidmx,petpustahanmupuﬂdisitus—simsintcmetDatayangtelah'
dﬂmmplﬂkanpsdapmcﬁﬁmhﬁakmdiamﬁsisdcuganmengumhnmcwdc
analisis kualitatif® serta mendeskripsikan data-data yang dibasilkan dari proses
pengolahan tersebut ke dalam bentuk penjelasan atau penguraian kalimat-
kalimat dan menarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpuian dalam penelitan
inidﬂah:kmdmgan-cmbcrﬁkirdﬂdukﬁﬁ”yaimsuamcmberﬁldrm
didasatkan pada fakm-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditagk
kesimpulan secara khusus. -

D. Hasi dan Pembahasan

1. Hubungan Hukum Kontraktual Pada Pengelolaan Reksa dana KIK.
Berdasarkan doktrin ilmu hukum, setisp perikatan memiliki prestast
tertentn. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdt “Perikatan ditujuakan unink
memberikan sesuat, untuk berbuat sesuain, atau miuk fidak berbuat sesnatw”. Dimana
pelaksanaan prestasi suata perikatan secara konkrit diatur oleh norma-norma
hulnnnymgbedsikanhakdaukewﬁibanbagimasing—maﬂngpihakwnﬁg
terikat dalam sebuah jalinan hubungan hukum tertentu dalam bidang hukum
harta kekayaan. Terjadinya suatu perikatan dapat terbentuk baik sebagai akibat
adanya suatu norma hukum yang mengikat sccara luas {(contoh: pera
perundang-undangan), maupun yang terbentuk dati suatu norma hukum yang
mengikat secara terbatas (contohnya pegjanjian/ kontrak yang sah).
Pengelolaan Reksa Dana KIK didasati oleh suatu perjanjian/kc
antara dua pihak yang mengikat pihak ketiga. Dengun demikian, se

2 Vajering J.L. Krickhoff, Op. Ci.

CoWe Bagian Koewpat, Hukwm Perdsita dalam Perspektif Hukon Perseroan, hovestasi, 4



. Reksa Dana KIK olch masyarakat pemegang vnit penyertaan, maka whh
" suatu perikatan atau hubungan hukurn kontraktual antara tiga pihak (M

konsckuensi dati lahirnya perikatan atau hubungan hukum kontraktual tersebuat
adahhlahim;mhakdanmngungjm‘bming»masingpﬂukse :
yang telah ditetapkan pada suata kontrak investasi kolektif dan prospektus -
reksa dana KIK. '

Kontrak Investasi Kolektif merupakan bentuk perjanjian yang tidak
diatur secars khusus di dalam KUHPdt Indonesia. Namun ketentuan yang
mengatur Kontrak Investasi Kolekiif terdapat pada UU No. 8 Tahun 1995

. dan peraturan pelaksananya. sebagai pefjanjian yang memiliki
karakteristik khusus dan berbeda dengan perjanjian-perjanjian bernama yang
sudah di atur oleh KUHPdt. Kontrak Investasi Kolekiif tetap hatus mematuhi
ketentuan-ketentuan umum dan 25as-asas hukum perjanjian yang betlaku di
Indoensia.”
Adapun aspek-aspek hubungan hukum kontraktual pada pengelolaan
rcksa dana KIK adalah sebagai betikut:

yang

perdam, firma, CV, dan P.T. Semus bentuk usaha yang di akui oleh hukum
Indonesia tersebut didirikan berdasarkan suata petjanjian yang dibuat olch para
pendirinya dalam beotok Akta Pendirian yang juga memuat anggaran dasar
perudahaan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (27) UUPM yang menyatakan bahwa:
“RakanmadahbmdabJaqumkqudaMdad
masyarakat pemodal unink sslanuinya diinestasikan dalam Portofolio Efele oleb Mangjer
Investas?® kemudian pada penjelasan Pasal 18, Ayat (1), buruf b Undang-undang
No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) tersebut menyatakan batvwra:

1R Subekti, Hukum Perjanfian (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hal. 13.

R — : W




Rokss Dana berbentuk kontrak
emerbithan Unit Penyeriaan kepada

dcmikian,sobagﬂiwadahymgdipcrgunakanunmkmc]akukﬂn
kegiatan penghimpunan dana yang kemudian
cfek tersebut di atas, tergambat dengan jelas maksud dan tujuan dadi kegiatan
pembenmkanmmlhksaDmabajkbubcnmk
lain adalah kesepakatan untuk melaksanakan

Pada Kontrak Investasi Kolektif tersebut terdapat suam hubungan
hukum langsung dan hubungan i -
langsung yang terjadi adalah antara Menejer investast dan bank kustodian,
mﬁpdmganhubmganhukumymgteﬁadimmrparapmcﬁﬁdaﬂsmmbadm
usaha yang lahir dari suatu perjanjian (akta pendirian badan usaha).” Sementara

hubungan hukum tidak langsung yang jadi
kustodian terhadap pemegang
antara perseroan tetbatas yaog sahamnya

b. Perjanjian yang mengikat juga terthadap pihak ketiga pada suatu Kontrak

Investasi Kolektif

Salah sata asas penting yang
betlaku di Indonesia adalab asas perso _
diimpicmentasikan menjadi notma-nomNa hukum perjanjian yaog terdapa

pﬂdﬂBukumtcnmngPeﬁkamn,Bab

juan/perjaniian Bagian 1 Tentang

1315 Kitab Undang-undang Hulum Perdata g
seseorang sidak dapafmmgadakaﬂpmgMammm selain untuke dirinya sendivi.
Dengan demikian, asas petsonalia tersebut i

unit penyertaan, mirip dengan hubungan hukum ‘:':.

di anut oleh hukum pesjanjian yang
itas, secara konkrit asas tersebu

investasi koleketif menghimpun dana dengan
meldmmwm

Efek_yang diperdeganghan di Pasar

diinvestasikan dalam portofolio

maupen KIK tidak
sustn kegiatan usaha di bidang

berdasatkan pe:ian@ifmfkommk, dimana Relsa Dana

sementara Reksa

I perkatan yang lahir dari’



 hubungan hukum keperdatazn

menyatakan:

(kontrakual) dari

oleh para pihak baik orang maupun badan hukum
Meskipun asas tersebut merupakan
diterapkan pada semua petjanjian yang disepakati,

ketentuan wmum

ketenman Pasal 1315 KUHPdt sebagaimans -

dinyatakan olch Pasal 1317 Kiub Undang-undang Hukumn Perdata, yang

Dapat pula di Mmﬁa#mkkqmﬁ»gmamngbdga,bfkm_

ditemukan pada perjanjian asutansi, perjanjian jaminan orang

karakteristik sebagai pﬁmiian

mmmmm

Banker's closise pada
Sementara imu, akibat hukum

Ketentuan mengenai hubungan hukum yang
ketentuan Pasal 1317 Kitab Undang-
kesepakatan antara Reksa Dana '
ketiga) lahir sejak investor scbagai pihak ketiga tersebut  menyatakan
kehendakoya untuk membeli nnit penyertaan suati Reksa Dama KIK

dari adanya asas personalitas di atas
ditentukan olch Pasal 1340 Kitab Undang-undangn Hukum Perdatz yang
menyatakan: Persetujuan banya

berlakn mpibakﬂak-mmw

Pmmyawndakd@dmhp&kkm&g@pmwm&d@afmbm
WMngmkMﬁMkﬁymmwwgmmdeﬁﬂ.

Jika dihubungkan dengan asas
hukum perjanjian, maka keberadzan Kontrak

personalitas dan koensualitas pada

Investasi Kolektif memilili

antara dua pihak yang mengikat pihak ketiga.

demilian it sejalan dengan

Kﬂ(denganpemegangumtpcnyumaﬂ(pahak
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pesjanjian reksadana KIK merupakan perjanjian timbsi bslik (obligatiy) antara
investor scbagi pibak ketiga dengan Mencjer Investasi dan Bank Kustodian,
dirriana ‘Menejer Investasi dan bank kustodian memiliki kewsjiban terhadap.
investor, sementara menejet investasi dan bank kustodian berhak atas imbalany
yang diterima dari biaya-biaya yang wajib dibayatkan oleh investor. -

menyebabkan pemegang unit penycrtaan menjadi dirugikan karena kehilangan -
hak-haknya sctelah terkat dengan suatu Kontrak Tnvestasi Kolektif tertenta.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1317 Ayat (Z) yang
menyatakan: Siapa pan yang selah menentukan suatn Syaras; tidak boleh menarikipa
kembali, jika pibak fketiga telch menyatakan akan mempergunakan  syarst
Kctentuan msebutmcmpakaniamimnbagiinvestormhadapdndakm
Mencjer Investasi dan bank kustodian dalam mengelola suatu Reksa
KIK. "
¢. Petjanjian untuk melakukan pengurusan harta milik pihak ketiga
Setclahdijehskmdiamsbahwapadapﬁnsipmyasuamiﬂ](
petjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, pada bagian ini
nmngmaimnggungiawnbmm}etinvtstnsidanbmkkusmdianteﬂmd@
Pasal 18, Ayat (1), huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar
Modal (UUPM) tersebut menyatakan bahwa: ,
Koptrake insestasi koloksif adalah feontrake antara Manafor Investasi dan Bak
Kustodian yang mengikat pemegang UnitPcnymandimquygit
Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofulio investasi feclokssf
; ok kearr Pestii

Berdasarkan pengertian kontrak investasi kolekuf di atas, dapat dilibrat
1 ¢ investasi dan bank kustodian y2
Jimaksud oleh ketentuan di atas adalah suatu kewenangan mengurus dan
kewenangao melaksanakan jasa penitipan portofolio para pemegang ‘utit
penyertaan (kolektf) untuk kepentingan pihak ketiga, dalam ini adalah
panﬂikunitpmycrtaanyangtelahmengikmkmdiﬁpad k

s



ditentukan oleh para pihak yang menyepakati smm
if pada saat membeli unit penyertaan suati reksa dana KIK.

unit'penyeﬂamreksadanaﬂli o _ Lt R
bagai suatu perkatan yang lahir dari perjanjian, maks Kontrak ..~
Ir_m:stasi Kolektif wajib mcnempkmhak dmmgm’gim‘i' dari Plhﬂk'}ﬂ"k o

a. Tanggung jawab Menejer investasi pada pengelolaan Reksa Dana KIK

: in berperan scbagal perantara perdagangati efek, penjamin emisi

efck, dan kustodian bagi kepentngan nasabahnya, perusahaan efek juga dapat
:dankan usaha sebagal mencjer  invesmasi dalam kaitannya

KIK harus terpisah datif\mgsimcﬁcierinvcsmsi scbagaipausahunefek.ﬂal
tersebut merupakan Karaktesistik dari bentuk kontrak investasl kolektif yang
merupakan petjanjian anfac bank kustodian dengan menejer investasi namua

mengikat pemegang unit penyertaan dasi suats produk reksadana KIK.

memwm-xqmmm MMWW
wm—ssm}zmﬂmmomwwmmwmwm




mechakokan kewajibaunya dalam bidang penitipan efek sckaligns melakukan
enpadministrasian transaksi pembalian dan penjualan unit penysrtaan yang
oleh para investor reksa dana KIK. Sementara, penitipan efek-efek

yang dimiliki para investor reksadana KIK tersebut berwujud penitipan kolektif
atas aset bersama milik para investor reksa dana KIK.

Investor pemilik unit penycrtaan memiliki :
kontrak investasi kolektif yang menjadi dasar pengelolaan suatu Reksa Dana
KIK. Hak dan kewajiban investot tersebut biasanyz terdapat pada Prospektus
suachksaDanaKlemgdimwukan,disampimgmmuatmmgemi
kexmg!ﬂmdankcunmngmptoduchksaDmKﬂ(yangdimwatkm

Sebagaipﬁxakyangtedkatdanmcmilﬂsikcpcnﬁngm
pajaniianyangdibuatolehMIdaannkKnstodim,makapadaKomk-
Tavestasi Kolektif yang dibuat oleh Menejer Javestasi dan Bank Kustodian -
harus p;ling kurang memuat hak-hak pemegang Unit Penyertaan sebagai

3. Mckanisme Pengelolaan Reksa Dana KIK

Reksa Dana berbentuk Kontrak Tavestasi Kolektif (Reksa Danz KIK}
merupakan wadah yang dibentuk berdasarkan perjanjian/kontrak antx
Mamic:lnvcsmsidanBankKustodimymgmcngikatjugatc:hadap =
Unit Penyertaan. Pada Kontrak investasi kolektif terscbut, Manajer Inv
diberi wewenang untuk mengelola portofolic investasi kolektif dan Bamk
Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolcktif, :

¥ Kingkn (6 hnmummsz-xmmmmummwf
-MKEESSSIBUZOIOTmmlOummRﬂanBmW, o




Mekanisme pengelolaan Reksa Daoa KIK dilakukm

menghimpun dana dari masyatskat pemodal melalui penerbitkan U

Penyertaan schagai bukti peayertaan modal yang dilakukan oleh masyses .

pemodal secara bersama-sama (kolektif), untuk sclanjutnya mmm R

tethimpun tersebut diinvestasikan kembali ke dalam berbagai jenis portofolic

efckymgcﬁpc:dagangkandiPasaxModaldmdipasaruang.” e

' Secara sederhana mekanisme pengelolaan suatu Reksa Dana KIK dapat

dijelaskan melalui tahapan proses sebagai berikut .

1. Kontrak Pembentukan Reksa Dana KIK;

2, Pendaftran Reksa Dana KIK pada Otoritas Jasa Keuangan;

3, Pencrbitan Prospektus Reksa Dana KIK;

4. Pepawaran perdana Unit Penyertaan di Pasar Modal;

5. Pembelian dan Penjualan kembali (redemptior) Unit Penyertaan oleh
masyarakat pemodal.

6. Pembubaran dan Pemberesan Reksa Dana KIK.

4. Mekanisme jual beli unit penyertaan Reksa Dana KIK

Prospektus Reksa Dana KIK menjadi informasi bagi investor untuk
memutuskan untuk membeli suatu unit penyertaan RD KIK. Mekanisme
pmglﬁmpunmdmnymgaknndikclohpadascbuahkeksaDmK}K,adﬂah
dengan cara'menerbitkan Unit Penyertaan (Up).” Unit Penyertazn Reksa Dana
KIK merupakan salah satu jenis efck yang diperjualbelikan di pasar modal,
dimana para investor dapat membeli Unit Penyertaan tersebut baik dari Agen
Penjual Reksa Dana yang telsh memiliki hubungan hukem dengan Menejer
Investasi berdasarkan scbuah kontrak, pembelian juga dapat langsung
dilakukan kepada Mencjer Investasi yang mengelola Reksa Dana KIK.

Sebelum. membeli Unit Penyeetaan (Up) sebuah Reksa Dana KIK,
calon investor harus membaca profil, keuntungan, dan potensi kerugian
schelum memutuskan untuk berinvestasi. Kemudian syarat dan ketentuan
pembelian dan penjualan Unit penyertaan (Up) telah ditentukan oleh Menejer
Investasi pada Prospektus Reksa Dana KIK tersebut.

Mekanisme pembelisn Unit Penyertaan (UF) melalui Agen Penjual
(APERD) dan melaui Menejer Investasi (MI) dapat dilihat scbagai berikut:*

2 pagal § Angka (27) UUPM

2 [ jht Penjelasan Pasal 18 Aywt (1) bansf b UUPM:
xmmmwmmwm@mmmmaﬁmmmm
WWMJM&WMW&WMW}&&&RW
diperdaganghan di Pasar Modal don di pasar vang. -

”mfm.mmwwm&mw 10 Desember 2014,
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Mekanisme Pembelian melalei Menejer Investasi

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dapat dxtarik
kesimpulan sebagai berikut. Portama, Hubungan kontrakraal yang terjadi pada -
suatu kontrak investasi kolektif antara Mencjer Investasi, bank Kustodian dan
pemegang unit penyestaan merupakan hubungan hulcam perjanjian yang dibuat
dua pihak namun mengikat juga unmuk kepentingan pihak ketigs sebagai
pemegang unit penyertaan. Hubungan hukum tersebut mirip dengan hubungan
hukum antara suata perseroan terbatas yang sahamnyas dapat dimiliki oleh

masyarakat luas (go publik) terhadap para pemegang sahamnya,
Kuﬁu, mckamsmc pengclolaan Reksa Dana KIK dilakukan dengm cats

pemodal secara bersama-sama (kolekdf), untuk selanjutnya dana-dana yang
terhimpun tersebut diinvestasikan kembali ke dalam berbagai jenis pomfoﬁ&

efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar vang. Adapun
ymghamsd:hh:kmdzlampembcnmkmreksaﬂasaKIKadﬂah.Konmk



Permbenukan Reksa Dana KIK, Pendafiran Reksa Dane KIK pads Otoritas.
Jasa Kenangan, Penerbitan. Prospektus Reksa-Dam KIK, penawaran perdana
Unit Penyertaan di Pasar Modal, Pembelian dan Penjualan kembali (radeplion)

‘Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal. Sementara pembelian reksa dama -
“KIK dapat dilakukan melalui agen penjual maupun langsung kepada manajer
investasi pengelola reksa dana KIK. ER
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